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I{ALIMAITTAIYGUBERNUR UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Menimbang : a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 16 dan
Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2L Tahun
2007;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dir.naksud pada
huruf a perlu menetapkan Peraturan GuberL\n Provinsi
Kalimantan Utara tentang T\.rnjangan Perumahan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan
Utara;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a2&6l;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2OO8 tentang Partai Politik
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2OlL tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2008 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5189);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OLl Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 523a);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2An tentang Pembentukan
Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AL2 Nomor 229, Tarnbahan Lembaga Negara
Republik Indonesia Nomor 53621;
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6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2Ol4 tentang Majelis
Permusyawaratan Ratrryat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 201,4 Nomor 246, Tambahan I-embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5589);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 20OO tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai
Daerah otonom (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3952);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OA4 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416lr sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2OOT tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AO7 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor +7121;

l-0. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14O, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOT tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OA7 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor a7371;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2A06 tentang
Standarisasi Sarana dan Prasarana Keda Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 11 Tahun 2OA7 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2A06 tentang
Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
2L Tahun 20ll tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
IndonesiaTahun z}lt Nomor 310);



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal

ry. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

,.

Dr. H. IRIANTO LAMBRIE
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